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Jakarta Ajukan Revisi Undang-Undang
Ibu Kota Negara

Setelah tak menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap ingin berstatus daerah khusus.
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JAKARTA — Dewan Perwa-—
kilan Rakyat Daerah dan
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mengajukan revisi
atas Undang-Undang No-
mor 29 Tahun 2007 tentang
Jakarta sebagai Ibu KXKota
Negara. Pejabat sementara
Wakil Ketua DPRD Jakarta,
Syarif, mengatakan revisi
akanmengusulkanidentitas
baru Kota Jakarta setelah
ibu kota negara dipindah

ke Provinsi Kalimantan
Timur:.
“Akan masuk dalam

program legislasi nasio-
nal di parlemen pusat.
Harapan kami, ada keje—
lasan bagaimana Jakarta,
nantinya. Mau dijadikan
kota apa. Karena Jakarta,
meski bukan ibu kota, pasti
tetap jadi kota khusus,’
kata Syarif kepada Tempo,
kemarin.

Menurut Syarif, DPRD
dan pemerintah Jakarta
sebelumnya telah menyu-—
sun revisi Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007
dengan tujuan memperbai-
ki sejumlah dasar hukum
agar Ibu Kota bisa diper—

baiki. Revisi tersebut sudah
“dikirimkan ke Kementerian
Dalam Negeri untuk menja-
di usul inisiatif pemerintah
ke DPR. Tapi draf tersebut
harus kembali direvisi sete—
lah Presiden Joko Widodo
memutuskan Kabupaten
Penajam Paser Utara dan
Kutai Kartanegara menjadi
ibu kota negara yang baru.

“Setelah lepas status ibu
kota, Jakarta akan memi-—
liki otonomi khusus,” kata
Syarif.

Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan juga
mengatakan Pemerintah
Provinsi DKI mengingin—
kan Jakarta menjadi kota

perekonomian global.
Untuk L A E N pemerintah
Jakarta akan menata

ulang kota menjadi pusat
bisnis, dagang, dan wisata.
“Jakarta tetap jadi pusat
ekonomi. Tak ada pergeser—
an dari identitas itu,” kata
Anies.

Pejabat pelaksana tugas
Direktur Jenderal Otonomi
Dacrah Kementerian
Dalam Negeri, Akmal
Malik, membenarkan ada-
nya revisi atas draf revisi
Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2007 dari peme-
rintah Jakarta. Menurut

dia, Kementerian telah
mengembalikan draf revisi
awal kepada Amnies untuk
mengakomodasi sejumlah
masukan dan penyesuaian
baru. Hal ini berkaitan
dengan rencana penca-—
butan status ibu kota dari
Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sudah katakan,
tolong seluruh fungsi ibu
kota dihilangkan dalam
draf revisi undang-undang
itu,” kata Akmal.

Menurut Akmal, Anies
juga telah mengajukan
perbaikan revisi undang-
undang yang turut mencan-—
tumkan usul Provinsi Jakar-
ta sebagai daerah otonomi
khusus. Provinsi Jakarta
nantinya tetap membawah-—
kan kota dan kabupaten
administratif yang pemim-—

pinnya adalah aparat sipil-

negara pilihan gubernur.
“Pemerintah pusat memang
memberi ruang seluasnya
bagi pemerintah Jakarta,”
kata Alemal.

Ahli hukum tata negara,
Mahfud Md., mengatakan
pemerintah memang harus
merevisi Undang-Undang
Jakarta dan merancang
undang-undang untuk ibu
kota baru. Dua undang-
undang itu diperlukan

untulk memulai proses
pemindahan ibu kota
negara dari Jakarta ke

Kalimantan Timur. Dua
undang-undang itu juga
akan menjadi rujukan per—
ubahan sejumlah aturan
yang mengikat lembaga
atau kementerian lainnya.
“Jumlahnya masih banyak
lagi lainnya.,” kata Mahfud.

Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Bambang Soesatyo
mengatakan lembaganya
tengah menunggu penun-—
tasan draf undang-undang
tentang pemindahan
ibu kota dari Jakarta ke
Kalimantan Timur oleh
premerintah. Menurut dia,
DPR pada dasarnya men-—
dukung rencana pemerin-
tah Joko Widodo untuk
memindahkan ibu kota
ke luar Jakarta dan Pulau
Jawa.

Pemimpin DPR, menu-
rut Bambang, akan
segera meminta Komisi
Pemerintahan DPR untuk
segera membahas draf
rancangan undang-undang
pemindahan ibu kota itu
begitu pemerintah mengi—
rimkannya.“Saat ini kabar-
nya sedang dalam pengka-
jian,” kata Bambang.

® MUH. SYAIFULLAH



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Bacib asam I Kotae Balcarta

RESIDEMN Joko Widodio mensungkapkan, alasanmn permin-
p dahan ibu kota Nnegara karenmna beban perkkembangan
masyarakat danmn masalah lingkunganmn di Kota Jakarta
sudahn terlalu berat. ITbu kota pumn akhirmya akanmn dipindahikanmn
ke Kabupaten Penmnajam Paser Utara danmn Kutai Kartanesara,
HKalirmantan Timur. Berdasarkkan data Badan Perencanaan
Pembangunan Nasionmnal, beginilahn wajah Jalkarta:

Populgsi: =y -
P, T fuste JEuwwas (scetara S5 persen dari populasi nasional)

FProcioisic dorneissik bruto re==icori:
R 91,22 trilfineaermm (setara 1.4 persen produk domestik bruto

mnasional)

MWMioda Transportasi=
- HKendairaan pribadi roda empat: 38 prpersem (sekitar 2.9 juta unit)

- Kendaraan pribadi roda dua: 49 persenn (sekitar 1.3,9 juta unit)
- Angkutan umurm: 1S e saTm
= P Os S M~ T O
=

= Rata-rata pertambahbhan Kendaraan di Jakarta sebanyak 450

ribu unit per tahumn
F=FTiNngkat penggsgunaan angkutan publik terus turun pada 2002
sebesar 40 persen menjadi 271 persen pada 2011, damn 1.3

Prersen pada 2015

Hecepatan kendaraanmn di jalamnamns
Sekitar 5—1. 0O kKilometer per jarm.

Akses mendapat air bersibh: -
Hanyva bisa diperoleh di 34,949 persen wilavah Jakarta.

MHebutuhanmn supliai air mmentabe:

Baru bisa memenuhni 1.8 meter kubikk per detikk, padahal
KebutuhannNyva sebesar 28 Mmeter Kubik per detik. Kebutuhan air
pada 2030 diprediksi <471 meter kkubik per detilk.

Polusi air pada sungsai dan teluuics
Belum ada manajemen pengolahan samipah dan limbah yanmnss

mampu menjaga kebersihanmn air yvang masuk ke sungsai danmn
tTelul,

HKeterbatasan ruans darat:s
Jakarta dinilai sudahn kehabisanmn ruang Terbuka unmntuk perm-—
bangumnan. Padahal perkembangan kota ini mermbutuhilkkan

tTambbahan ruans.

Eamjir:
Selaim banjir musiman, daratan Jakarta terus menurun dan

tergserus. Sekitar 35.61 persen dataran Jakarta diprediksi akan
tTertutup 223 ir laut Karemna penurunan perMmukaan tamnah pada

2050, -
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